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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan tunduk pada ketentuan umum

yang diatur dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan rumah sakit, kesehatan dan jaminan kesehatan.

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara BPJS

Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Citra Bunda Medical Center (RSU C

BMC) Padang sudah berjalan dengan baik. Para pihak telah melaksanakan

hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Sedangkan pelaksanaan

perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan

RSUD dr. Radisin Padang belum berjalan dengan baik yakni dalam hal tidak

lengkapnya data dan informasi tentang sumber daya manusia dan sarana

prasarana pihak RSUD, sistem antrian yang masih manual dan ketiadaan

informasi tentang ketersediaan tempat tidur rawat inap yang dapat diakses

oleh peserta dan fasilitas kesehatan.

3. Kendala yang timbul dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara

BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di Kota

Padang adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah

akan program jaminan kesehatan; kemampuan sumber daya manusia, sarana

prasana dan integritas petugas rumah sakit; keterlambatan pencairan dana

klaim dari BPJS Kesehatan; aturan jaminan kesehatan yang mempersulit,
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bagi rumah sakit swasta tarif INA-CBG dirasa rendah dan adanya defisit

anggaran BPJS Kesehatan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala

tersebut adalah peningkatan sosialiasi dan edukasi program jaminan

kesehatan kepada masyarakat; peningkatan tata kelola organisasi fasilitas

kesehatan rujukan tingkat lanjutan dengan menerapkan prinsip pengelolaan

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, intergritas petugas

dan budaya kerja yang baik; mempercepat penyampaian klaim dan

meningkatkan hubungan koordinasi antara petugas klaim para pihak,

pengelompokan tarif di rumah sakit swasta nilainya ditingkatkan dan

peningkatan rekrutmen peserta potensial serta mempermudah pembayaran

iuran dengan menyediakan banyak kanal.

B. Saran

1. Meningkatkan peran Pemerintah/Pemerintah Kota dalam rangka pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan program jaminan kesehatan baik dalam hal

peningkatan akses, pemerataan fasilitas kesehatan maupun peningkatan mutu

pelayanan kesehatan. Disamping itu, perlu ditingkatkan kesadaran dan

ketaatan para pihak dalam mematuhi perjanjian kerjasama dan peraturan

terkait lainnya.

2. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang diberi tugas

menyelenggarakan program jaminan kesehatan, harus memaksimalkan

sosialiasi dan edukasi kepada peserta, fasilitas kesehatan dan pihak terkait

lainnya. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan secara langsung dengan

turun ke pusat-pusat kegiatan masyarakat maupun secara tidak langsung
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melalui media cetak, elektronik maupun media sosial. Sehingga setiap orang

sadar dan paham akan hak dan kewajibannya selaku peserta maupun selaku

mitra kerjasama dalam pelayanan kesehatan.

3. Fasilitas kesehatan dituntut mampu meningkatkan tata kelola organisasi yang

dilakukan melalui pelatihan, peningkatan integritas petugas dan menciptakan

budaya kerja yang mampu memberikan pelayanan paripurna. Fasilitas

kesehatan merupakan ujung tombak BPJS Kesehatan dalam rangka

memberikan manfaat pelayanan kesehatan kepada peserta baik promotif,

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Baik buruknya pelayanan yang

diberikan fasilitas kesehatan akan menentukan kinerja BPJS Kesehatan

dimata masyarakat.


